Y

S

EUREKA
MEDIA AKSARA

i _—
iy
= 7\
— A
] L
e
i b
:- f o
o 1 pe—_—
~ 4 ]
1 P
H = e,
‘M»-h
o,
ey
-
ﬁ___“‘xt“
‘o"‘h
.
T
-
.
.
-
-
‘-.,,‘_.h\\ .
R\-«_‘H
.
.y ¥
ﬁh"“—\._“_ P
—

KEPASTIAN HUKUM

HAK ATAS TANAH TIDAK TERDAFTAR
di INDONESIA

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum




Y4

EUREKA
MEDIA AKSARA

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
JI. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum

Emmi Rahmiwita Nasution, lahir di Kisaran, 03 Maret 1971. Pada Tahun 1995 telah berhasil
menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan. Selanjutnya beliau
meneruskan Studi limu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas yang sama. Kecintaannya pada profesi
dan tugas yang diberikan, telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Fakultas Hukum Dpk. Universitas
Asahan (UNA) Kisaran. Sebelum menjadi dosen di UNA penulis pernah menjadi dosen Dpk di Sekolah
Tinggi llmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Pada perjalanan di S3 beliau juga pernah mengikuti
Sandwich Programe dari DIKTI, selama 3 bulan di Leiden University, The Netherlands, Tahun 2012.

Beberapa jabatan strategis yang pernah penulis emban diantaranya Pada tahun 2008 menjabat
Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM), Sekolah Tinggi llmu
Hukum Muhammadiyah Asahan. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga 2013 menjadi Pembantu Ketua |
(Bidang Akademik) Sekolah Tinggi limu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Penulis kembali menjabat
Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM), Sekolah Tinggi llmu
Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran, Periode 2013-2017. Selain di kampus penulis juga aktif | eksternal
kampus yaitu menjadi Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis Wilayah |, Masa
Jabatan 1 Januari 2017 - 31 Desember 2020.

ISBN 978-623-97685-6-0

786239 " 768560




KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

ELRERA
MEDLA ARKSARA

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA



KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH TIDAK

TERDAFTAR DI INDONESIA
Penulis : Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.
Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo

ISBN : 978-623-97685-6-0

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2021
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....coiiiiiiiicccca iii

DAFTAR IS ..ottt v

BAB I PENDAHULUAN........coiiiiiiiiiiniiccccs 1
A. Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak

Terdaftar.......cocovvieviiiiiiii 1

B. Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Perbankan ......... 15

BAB Il PENGATURAN JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG
TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI
DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN NASIONAL YANG
DIJADIKAN JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT

A. Belum Jelasnya Undang-Undang Mengatur Tentang
Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar
(Unregistered Land) Yang Dijadikan Jaminan Kredit Bank.

.............................................................................................. 26
1. Mengungkapkan Makna Jaminan Hak Atas Tanah
Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) di Dalam
Perjanjian Kredit Bank .........ccc.cccooeineineincinccnenn 26
2. Keutamaan Pembagian Jaminan Di Dalam Sistem
Hukum Jaminan Nasional..........cc.cceeevevienienieenieeinnns 32
3. Pentingnya Pembagian Kredit Bank...........ccc.ccccoueunee. 49
4. Keutamaan Mengklasifikasi Bank............c.ccccoccceeeeees 57

B. Menganalisis Pengaturan Sistem Hukum Jaminan
Nasional Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak
Terdaftar (Unregestered Land) Yang Dijadikan Jaminan
Kredit. ..o 59

C. Pentingnya Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregestered
Land) Sebagai Obyek Jaminan Menurut Undang-Undang

.............................................................................................. 63

BAB III KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

YANG TIDAK TERDAFTAR (UNREGISTERED LAND) DI
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ......cccocceiniinnnen. 69
A. Mengurai Dengan Lugas Tentang Sistem Pendaftaran
Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah...........ccccccoccininnnnne. 69

1. Hal Ikhwal Pengaturan Pendaftaran Tanah Di
Indonesia.........cooviiiiiiiiiniiiii 69

2. Pentingnya Penggunaan Sistem Pendaftaran Tanah Di
Dalam Pertanahan...........ccccccoocivininiinniicnne, 79



3. Pentingnya Asas, Tujuan Dan Fungsi Pendaftaran

TaANAN ..o 86
4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masih Belum

8 ) o | R TSR 88
5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-

RI) et 90

B. Hal Penting Yang Dapat Dilakukan Bank Dengan Obyek
Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Sebagai
JaMUINAN ..o 100

C. Perlunya Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah
Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land) Di Dalam

Perjanjian Kredit Bank.............cccocooiiiiiin 113
BAB IV PENUTUP.......ccocooiiiiiiiiiiiiiccicceces 118
DAFTAR PUSTAKA ..ot 123
Lampiran 1 UUD Nomor 4 Tahun 1996 ..........ccccccocvevnenvincnennene. 133
Lampiran 2 UUD Nomor 42 Tahun 1999 ..........ccoevevvinncnennnnne. 183
TENTANG PENULIS.......c.coooiiiiiiiiiiiiiccccccen 206

vi



1

PENDAHULUAN

A. Kepastian Hukum Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak
Terdaftar

Kepastian hukum jaminan hak atas tanah yang tidak
terdaftar (unregistered land) adalah sangat diperlukan. Pasal 15
ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah
memberikan peluang untuk diperkenannya tanah yang tidak
terdaftar (unregistered land) untuk dijadikan jaminan pada
perjanjian kredit bank, akan tetapi pada Pasal 4 ayat (2) dalam
undang-undang yang sama telah ditetapkan bahwa untuk dapat
dibebankan dengan Hak Tanggungan diwajibkan adanya
pendaftaran.  Pendaftaran yang dimaksudkan adalah
pendaftaran atas tanah yang dilakukan pada Badan Pertanahan
Nasional.

Apabila dikaitkan kepastian dengan hukum, maka pada
hakekatnya manusia dengan aturan hukum adalah satu
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya segi kehidupan manusia
yang membutuhkan  hukum  dalam  menata dan
menyeimbangkan kehidupan tersebut dan begitu pula
sebaliknya.
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PENGATURAN JAMINAN HAK
ATAS TANAH YANG TIDAK
TERDAFTAR (UNREGISTERED
LAND) DI DALAM SISTEM HUKUM
JAMINAN NASIONAL YANG
DIJADIKAN JAMINAN PADA
PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Belum Jelasnya Undang-Undang Mengatur Tentang Jaminan
Hak Atas Tanah Yang Tidak Terdaftar (Unregistered Land)
Yang Dijadikan Jaminan Kredit Bank.

1. Mengungkapkan Makna Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak

Terdaftar (Unregistered Land) di Dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam mengungkapkan makna jaminan hak atas tanah
yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam perjanjian
kredit bank, ada baiknya untuk menilik lebih dalam lagi
makna-makna yang dimaksudkan dalam kata-kata yang ada
dalam kalimat yang dimaksudkan secara terperici sehingga
dari makna-makna setiap kata yang di tilik tersebut akan
mendapatkan makna hakiki dari kalimat yang dimaksudkan.
Makna kalimat yang dimaksudkan adalah jaminan hak atas
tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam
perjanjian kredit bank, sehingga dari pengungkapan makna
yang dimaksudkan diharapkan akan memberikan gambaran
yang jelas tujuan dan maksudnya dari kalimat tersebut.
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KEPASTIAN HUKUM JAMINAN
HAK ATAS TANAH YANG TIDAK
TERDAFTAR (UNREGISTERED
LAND) DI DALAM PERJAN]JIAN
KREDIT BANK

A. Mengurai Dengan Lugas Tentang Sistem Pendaftaran Tanah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah
1. Hal Ikhwal Pengaturan Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
terbitan Balai Pustaka, tanah didefinisikan dengan
permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.3¢
Kemudian pengertian tanah dari kamus Oxford Advanced
Learner’s menyatakan bahawa land is the solid dry part of the
earth’s surface, contrasted with sea or water” Di dalam
ensklopedia umum disebutkan pengertian tanah adalah
merupakan bagian permukaan bumi, tempat kebanyakan
tumbuh-tumbuhan hidup, terbentuk dari batu-batu yang
hancur di dalam bentuk pasir atau geluh dan bahan organik
(terutama vegetasi) membusuk.?8 Adapun di dalam Undang-

86 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1132.

87 Oxford University, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford:
Oxford University Press, 1995), hal. 661.

88 Emnsiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 1077.
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PENUTUP

Buku ini telah membahas mengenai pengaturan jaminan hak
atas tanah yang tidak terdaftar (unregistered land) di dalam sistem
hukum jaminan nasional yang dijadikan jaminan pada perjanjian
kredit bank secara umum telah sesuai dengan sistem hukum
jaminan nasional yang telah dipaparkan pada bab penjelasan, akan
tetapi dalam isi pasal-pasal dari undang-undang tentang jaminan
masih perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah salah satu pasal perlu dikaji
dan dianalisis. Kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan
permasalahan dikarenakan isinya yang saling bertolak-belakang.
Berdasarkan sistem hukum jaminan nasional, hak jaminan atas
tanah adalah merupakan bagian yaitu sub-sub-sub sistem dari sub
sistem hukum benda, yang mana sub sistem hukum benda tersebut
merupakan bagian ataupun merupakan sub-sub sistem dari Hukum
Perdata Indonesia.

Pengertian sub-sub sistem yang ada terkait dengan teori
sistem yang yang digunakan di dalam disertasi ini yaitu bahwa di
dalam satu sistem yang ada, satu bagian dengan bagian lainnya
saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu untuk
mengetahui bagaimana pemahaman tentang sistem hukum
nasional terhadap jaminan hak atas tanah yang tidak terdaftar
(unregistered land) adalah hal sangat penting dan oleh sebab itu
apabila terjadi permasalahan dalam hukum jaminan akan mudah
menyelesaikannya dan akan memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya, dan untuk selanjutnya diketahui di mana letak
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Lampiran: 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-
BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dengan bertambah meningkatnya
pembangunan nasional yang bertitik berat
pada  bidang  ekonomi,  dibutuhkan
penyediaan dana yang cukup besar, sehingga
memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat
dan mampu memberi kepastian hukum bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat
mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,
dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa sejak berlakunya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini,
ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai
Hak Tanggungan sebagai lembaga hak
jaminan yang dapat dibebankan atas tanah
berikut atau tidak berikut benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, belum terbentuk;
bahwa ketentuan mengenai Hypotheek
sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan
mengenai Credietverband dalam Staatsblad
1908-542 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal
57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
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